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BAB I 

SEJARAH DAN PROSES PERUMUSAN PANCASILA 

A. PENTINGNYA PEMAHAMAN PANCASILA. 

Pancasila sebagai ideologi dan dasar negara harus menjadi jiwa yang menginspirasi 

seluruh pengaturan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai-nilai Pancasila 

baik sebagai ideologi dan dasar negara sampai hari ini tetap kokoh menjadi landasan dalam 

bernegara. Pancasila juga tetap tercantum dalam konstitusi negara kita meskipun beberapa 

kali mengalami pergantian dan perubahan konstitusi. Ini menunjukkan bahwa Pancasila 

merupakan konsensus nasional dan dapat diterima oleh semua kelompok masyarakat 

Indonesia. Pancasila terbukti mampu memberi kekuatan kepada bangsa Indonesia, sehingga 

perlu dimaknai, direnungkan, dan diingat oleh seluruh komponen bangsa.  

Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan negara sebagai modal untuk bersatu. 

Kemajemukan bangsa merupakan kekayaan kita, kekuatan kita, yang sekaligus juga menjadi 

tantangan bagi kita bangsa Indonesia, baik kini maupun yang akan datang. Oleh karena itu 

kemajemukan itu harus kita hargai, kita junjung tinggi, kita terima dan kita hormati serta kita 

wujudkan dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika.  

Pengalaman sejarah menunjukkan bahwa pengabaian, pengkhianatan, dan 

inkonsistensi yang berkaitan dengan Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, UUD 1945 dan NKRI  

bisa membawa berbagai masalah, keterpurukan, penderitaan dan perpecahan dalam 

perikehidupan kebangsaan. Untuk itu diperlukan adanya usaha untuk melakukan penyadaran, 

pengembangan dan pemberdayaan menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara.  

 

B. SEJARAH LAHIRNYA PANCASILA. 

Proses sejarah konseptualisasi Pancasila melintasi rangkaian perjalanan yang panjang, 

setidaknya dimulai sejak awal 1900-an dalam bentuk rintisan-rintisan gagasan untuk mencari 

sintesis antar ideologi dan gerakan seiring dengan proses penemuan Indonesia sebagai kode 

kebangsaan bersama (civic nationalism). Proses ini ditandai oleh kemunculan berbagai 

organisasi pergerakan kebangkitan kebangsaan seperti Boedi Oetomo, SDI, SI, 

Muhammadiyah, NU, Perhimpunan Indonesia, dan lain-lain, partai politik seperti Indische 

Partij, PNI, partai-partai sosialis, PSII, dan lain-lain, dan sumpah pemuda.  

Perumusan konseptualisasi Pancasila dimulai pada masa persidangan pertama Badan 

Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) tanggal 29 Mei-1 Juni 

1945.  
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Dalam menjawab permintaan Ketua BPUPKI, Radjiman Wediodiningrat, mengenai 

dasar negara Indonesia merdeka, puluhan anggota BPUPKI berusaha menyodorkan 

pandangannya, yang kebanyakan pokok gagasannya sesuai dengan satuan-satuan sila 

Pancasila. Rangkain ini ditutup dengan Pidato Soekarno (1 Juni) yang menawarkan lima 

prinsip dari dasar negara yang diberi nama Panca Sila.  

Di dalam awal pidatonya, pada 1 Juni 1945, Soekarno terlebih dahulu mencoba 

memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud oleh Ketua BPUPKI:  

”Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang 

sebenarnya bukan permintaan Paduka tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya 

Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka tuan Ketua yang 

mulia ialah, dalam bahasa Belanda ’Philosofische grondslag’ dari pada Indonesia Merdeka. 

Philosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, 

hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang 

kekal dan abadi.” (Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, Sekretariat Negara Republik Indonesia: 1998).  

Setelah itu, Soekarno menawarkan rumusannya tentang lima prinsip (sila) yang 

menurutnya merupakan titik persetujuan (common denominator) segenap elemen bangsa. 

Rumusan kelima prinsip itu adalah:  

Pertama: kebangsaan Indonesia.  

Kedua: Internasionalisme, atau peri-kemanusiaan.  

Ketiga: Mufakat atau demokrasi 

Keempat: Kesejahteraan sosial 

Kelima: Ketuhanan yang berkebudayaan  

Demikianlah pada tanggal 1 Juni 1945 itu, Soekarno mengemukakan pemikirannya 

tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya berkenaan 

dengan permasalahan di sekitar dasar negara Indonesia Merdeka. Pokok-pokok pikiran yang 

terdapat dalam pidato Bung Karno itu yang kemudian diterima secara aklamasi oleh BPUPKI 

sebagai dasar dalam penyusunan falsafah negara (philosophische grondslag) Indonesia 

merdeka.  

Pada akhir masa persidangan pertama, Ketua BPUPKI membentuk Panitia Kecil yang 

bertugas untuk mengumpulkan usul-usul para anggota yang akan dibahas pada masa sidang 

berikutnya (10 s.d 17 Juli 1945). Panitia Kecil yang resmi ini beranggotakan delapan orang 

(Panitia Delapan) di bawah pimpinan Soekarno. Terdiri dari 6 orang wakil golongan 

kebangsaan dan 2 orang wakil golongan Islam. Panitia Delapan ini terdiri Soekarno, M. 

Hatta, M. Yamin, A. Maramis, M. Sutardjo Kartohadikoesoemo, Otto Iskandardinata 
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(golongan kebangsaan), Ki Bagoes Hadikoesoemo dan K.H. Wachid Hasjim (golongan 

Islam).  

Pada pertemuan berikutnya, Soekarno mengambil inisiatif membentuk Panitia Kecil 

beranggotakan 9 orang, yang kemudian dikenal sebagai “Panitia Sembilan”. Panitia Sembilan 

ini terdiri dari Soekarno (ketua), Mohammad Hatta, Muhammad Yamin, A.A. Maramis, 

Soebardjo (golongan kebangsaan), K.H. Wachid Hasjim, K.H. Kahar Moezakir, H. Agoes 

Salim, dan R. Abikusno Tjokrosoejoso (golongan Islam). Panitia ini bertugas untuk 

menyelidiki usul-usul mengenai perumusan dasar negara yang melahirkan konsep rancangan 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

Konsep rancangan Pembukaan ini disetujui pada tanggal 22 Juni 1945. Oleh Soekarno 

rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar ini diberi nama “Mukaddimah”, oleh M. 

Yamin dinamakan “Piagam Jakarta”, dan oleh Sukiman Wirjosandjojo disebut “Gentlemen’s 

Agreement”. Rumusan dari rancangan Pembukaan Undang-Undang Dasar (Piagam Jakarta) 

tersebut adalah sebagai berikut:   

Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh karena itu, maka 

penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan peri-kemanusiaan 

dan peri-keadilan.  

Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang 

berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu 

gerbang kemerdekaan Negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur.  

Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan 

luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan 

dengan ini kemerdekaannya. 

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia merdeka 

yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan 

keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu 

Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara 

Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada Ketuhanan 

dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya, menurut 

dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang 

dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan 

mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  



4 
 

Tanggal 18 Agustus 1945 kesepakatan yang terdapat dalam Piagam Jakarta tersebut 

diubah pada bagian akhirnya oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hal 

penting yang diubah oleh panitia ini adalah tujuh kata setelah Ke-Tuhanan, yang semula 

berbunyi “Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-

pemeluknya” diubah menjadi Ketuhanan Yang Maha Esa. Juga diubahnya klausul pasal pada 

batang tubuh Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 6 ayat (1) mengenai syarat presiden. Semula 

ayat itu mensyaratkan presiden harus orang Islam, tetapi kemudian diubah menjadi hanya 

“harus orang Indonesia asli.” 

 

C. PROSES PERUMUSAN PANCASILA. 

Rumusan dokumen Pancasila yang pernah ada, baik yang terdapat pada pidato Ir. 

Soekarno maupun rumusan Panitia Sembilan yang tertuang pada Piagam Jakarta merupakan 

sejarah dalam proses penyusunan dasar negara. Rumusan tersebut seluruhnya autentik sampai 

akhirnya disepakati rumusan sebagaimana terdapat pada alinea keempat Pembukaan Undang-

Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945.  

Secara historis, ada tiga rumusan dasar negara yang diberi nama Pancasila, yaitu : 

1. Rumusan konsep Ir. Soekarno yang disampaikan pada pidato tanggal 1 Juni 1945 

dalam sidang BPUPKI. 

2. Rumusan oleh Panitia Sembilan dalam Piagam Jakarta tanggal 22 Juni 1945. 

3. Rumusan pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh PPKI 

tanggal 18 Agustus 1945. 

Dengan demikian, rangkaian dokumen sejarah yang bermula dari tanggal 1 Juni 1945, 

tanggal 22 Juni 1945, hingga teks final tanggal 18 Agustus 1945 itu, dapat dimaknai sebagai 

satu kesatuan dalam proses kelahiran falsafah negara Pancasila.  

Tanggal 1 Juni 1945 untuk pertama kalinya Bung Karno menyampaikan pidatonya 

yang monumental tentang Pancasila sebagai dasar negara di depan sidang BPUPKI. Pada hari 

itulah, lima prinsip dasar Negara dikemukakan dengan diberi nama Pancasila, dan sejak itu 

jumlahnya tidak pernah berubah. Meskipun demikian, untuk diterima sebagai Dasar Negara, 

Pancasila mendapatkan persetujuan kolektif melalui perumusan Piagam Jakarta (22 Juni 

1945) dan akhirnya mengalami perumusan final lewat proses pengesahan konstitusional pada 

tanggal 18 Agustus 1945. 

Demikianlah rangkaian panjang proses konseptualisasi Pancasila hingga mencapai 

rumusannya yang final pada 18 Agustus 1945. Setiap fase konseptualisasi Pancasila itu 

melibatkan partisipasi berbagai unsur dan golongan.  
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Karena Pancasila merupakan karya bersama yang dihasilkan melalui konsensus 

bersama, Pancasila itu merupakan titik-temu (common denominator) yang menyatukan 

keindonesiaan. Dengan demikian, jelas bahwa penetapan rumusan Pancasila merupakan hasil 

final, yang harus dijunjung tinggi oleh setiap warga Indonesia dalam mengembangkan 

kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.  

Memaknai kembali Pancasila berarti kita ingin menegaskan komitmen, bahwa nilai-

nilai Pancasila adalah dasar dan ideologi dalam kita bermasyarakat, berbangsa, dan 

bernegara. Pancasila bukanlah konsep pemikiran semata, melainkan sebuah perangkat tata 

nilai untuk diwujudkan sebagai panduan dalam berbagai segi kehidupan. Dengan demikian, 

nilai-nilai Pancasila harus menjadi landasan etika dan moral ketika kita membangun pranata 

pemerintahan, ekonomi, pembentukan dan penegakan hukum, politik, sosial budaya, dan 

berbagai aspek kehidupan lainnya. 

 

D. RUMUSAN PANCASILA.  

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang disahkan pada 

tanggal 18 Agustus 1945 dimuat dalam Berita Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1946. 

Undang-Undang Dasar tersebut terdiri dari tiga bagian, yaitu Pembukaan, Batang Tubuh, dan 

Penjelasan.  

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memuat cita-cita 

kenegaraan (staatsidee) dan cita-cita hukum (reichtsidee), yang selanjutnya dijabarkan dalam 

pasal-pasal Undang-Undang Dasar. Lima dasar negara terdapat di dalam Pembukaan alinea 

keempat, akan tetapi nama Pancasila tidak terdapat secara eksplisit. Secara ideologis, dasar 

negara yang lima itu adalah Pancasila.  

Rumusan lima nilai dasar sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah:  

1. Ketuhanan Yang Maha Esa.  

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.  

3. Persatuan Indonesia.  

4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan.  

5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia dan 

dasar Negara Republik Indonesia. Dasar tersebut kukuh karena digali dan dirumuskan dari 

nilai kehidupan rakyat Indonesia yang merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa 

kita. Karena itulah Pancasila disepakati secara nasional, Pancasila merupakan suatu 
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perjanjian luhur yang harus dijadikan pedoman bagi bangsa, Pemerintah dan seluruh rakyat 

Indonesia. Itu pulalah bentuk dan corak masyarakat yang hendak kita capai atau wujudkan, 

yaitu masyarakat Indonesia modern, adil, dan sejahtera. Dari sejarah ketatanegaraan kita 

terbukti bahwa Pancasila mampu mempersatukan bangsa kita yang majemuk.  
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BAB II 

MAKNA DAN IDEOLOGI PANCASILA 

A.  ARTI LAMBANG DAN NILAI-NILAI PANCASILA. 

Burung Garuda merupakan lambang negara Indonesia sejak negara ini berdiri. Akan 

tetapi tidak semua orang tahu tentang arti dan makna garuda pancasila sebagai lambang 

negara. Sebagai bangsa Indonesia paling tidak kita tahu dan mengerti arti lambang negara 

kita sediri sebagai sikap penghargaan terhadap perjuangan para pendiri bangsa dan kelak 

dapat menceritakan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa. 

Arti dan makna pada lambang burung Garuda Pancasila adalah sebagai berikut : 

 Burung Garuda Pancasila dalam cerita kuno tentang para dewa adalah kendaraan Dewa 

Vishnu yang besar dan kuat. 

 Warna Burung Garuda adalah kuning emas yang menggambarkan sifat agung dan jaya. 

 Garuda adalah seekor burung gagah dengan paruh, sayap, ekor, dan cakar yang 

menggambarkan kekuatan dan tenaga pembangunan 

 Jumlah bulu burung garuda pancasila melambangkan hari kemerdekaan Indonesia , 17 

Agustus 1945 

o Bulu masing-masing sayap berjumlah 17 helai 

o Bulu Ekor berjumlah 8 helai 

o Bulu Leher berjumlah 45 helai 

 Gambar pancasila : 

                                                 

 

Di bagian dada burung garuda terdapat perisai yang dalam kebudayaan serta 

peradaban bangsa Indonesia merupakan senjata untuk berjuang, bertahan, dan berlindung 

untuk meraih tujuan. Perisai Garuda bergambar lima simbol yang memiliki arti masing-

masing: 

http://sistempemerintahan-indonesia.blogspot.com/2013/07/pancasila-sejarah-dasar-negara-pengertian-makna-lambang-nilai-ideologi.html
http://4.bp.blogspot.com/-61MkKBok57w/UYxBHZ0ZxoI/AAAAAAAABEA/uHmqIwm8GE8/s1600/pancasila.jpg
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o Bintang, sila ke-1 Pancasila, melambangkan Ketuhanan yang Maha Esa 

o Rantai Baja, sila ke-2, melambangkan Kemanusiaan yang adil dan beradab 

o Pohon beringin, sila ke-3, melambangkan Persatuan Indonesia 

o Kepala banteng, sila ke-4, melambangkan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan 

o Padi dan kapas, sila ke-5, melambangkan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat 

Indonesia. 

 Garis hitam tebal di tengah perisai melambangkan garis katulistiwa yang melukiskan 

lokasi Indonesia berada di garis katulistiwa 

 Warna dasar perisai adalah merah putih seperti warna bendera Indonesia 

 Bhinneka Tunggal Ika melambangkan semboyan yang mempersatukan keberagaman 

budaya dan latar belakang bangsa Indonesia.  

 

Berikut adalah nilai-nilai yang terkandung dalam lima sila sebagaimana tercantum 

dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  

1. Sila Pertama, Ketuhanan Yang Maha Esa  

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa 

bangsa Indonesia dan setiap warga negara harus mengakui adanya Tuhan. Oleh karena itu, 

setiap orang dapat menyembah Tuhan-nya sesuai dengan keyakinannya masing-masing. 

Segenap rakyat Indonesia mengamalkan dan menjalankan agamanya dengan cara yang 

berkeadaban yaitu hormat menghormati satu sama lain. Negara menjamin kemerdekaan tiap-

tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut 

agamanya dan kepercayaannya. Negara Indonesia adalah satu negara yang ber-Tuhan.  

Dengan demikian, segenap agama yang ada di Indonesia mendapat tempat dan perlakuan 

yang sama dari negara. Sila ini menekankan fundamen etis-religius dari negara Indonesia 

yang bersumber dari moral ketuhanan yang diajarkan agama-agama dan keyakinan yang ada, 

sekaligus juga merupakan pengakuan akan adanya berbagai agama dan kepercayaan terhadap 

Tuhan Yang Maha Esa di Tanah Air Indonesia. Kemerdekaan Indonesia dengan rendah hati 

diakui ”Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa”.  

Dengan pengakuan ini, pemenuhan cita-cita kemerdekaan Indonesia, untuk 

mewujudkan suatu kehidupan kebangsaan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan 

makmur, mengandung kewajiban moral. Kewajiban etis yang harus dipikul dan 
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dipertanggungjawabkan oleh segenap bangsa bukan saja di hadapan sesamanya, melainkan 

juga di hadapan sesuatu yang mengatasi semua, Tuhan Yang Maha Kuasa.  

Atas dasar itu, setiap warga negara Indonesia dianjurkan untuk menjunjung tinggi 

nilai-nilai ketuhanan menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Terdapat 

kepercayaan yang positif bahwa meskipun terdapat berbagai macam agama dan keyakinan, 

misi profetis agama-agama memiliki pertautan etis-religius dalam memuliakan nilai-nilai 

kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, yang mendorong warga negara untuk 

mengembangkan nilai-nilai ketuhanan yang lapang dan toleran.  

Sila pertama Pancasila, Ketuhanan Yang Maha Esa, menjadi fundamen etis kehidupan 

bangsa Indonesia, yang menjiwai dan mendasari serta membimbing perwujudan kemanusiaan 

yang adil dan beradab, penggalangan persatuan Indonesia yang telah membentuk Negara 

Republik Indonesia yang berdaulat penuh, yang bersifat kerakyatan dan dipimpin oleh hikmat 

kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, guna mewujudkan keadilan sosial bagi 

seluruh rakyat Indonesia.  

Pengejawantahan sila pertama dalam pasal-pasal konstitusi juga mengandung makna 

bahwa Negara harus menjamin tegaknya toleransi beragama yang berkeadaban sebagaimana 

diatur di dalam Pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) yang menjamin kemerdekaan untuk memeluk 

dan melaksanakan agama apa pun yang diyakini oleh setiap warga negara. Selain itu, peran 

negara juga harus ditingkatkan dalam tanggung jawabnya menyelenggarakan dialog atau 

forum antarumat beragama sebagai langkah konkret dari kewajiban negara.  

2. Sila Kedua: Kemanusiaan yang adil dan beradab  

Sila kemanusiaan yang adil dan beradab dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan 

bahwa kita memiliki Indonesia Merdeka yang berada pula lingkungan kekeluargaan bangsa-

bangsa. Prinsip Internasionalisme dan Kebangsaan Indonesia adalah Internasionalime yang 

berakar di dalam buminya Nasionalisme, dan Nasionalisme yang hidup dalam taman sarinya 

Internasionalisme. Bahwa, akan dihargai dan dijunjung tinggi hak-hak asasi manusia.Sila ini 

menegaskan bahwa kebangsaan Indonesia merupakan bagian dari kemanusiaan universal, 

yang dituntut mengembangkan persaudaraan dunia berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan yang 

berkeadilan dan berkeadaban.  

Kemanusiaan berasal dari kata “manusia”, yaitu makhluk yang berbudaya dengan 

memiliki potensi pikir, rasa, karsa, dan cipta. Karena potensi seperti yang dimilikinya itu 

manusia tinggi martabatnya. Dengan budi nuraninya manusia menyadari nilai-nilai dan 
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norma-norma. Kemanusiaan terutama berarti hakikat dan sifat-sifat khas manusia sesuai 

dengan martabatnya. Adil berarti patut, tidak memihak atau berpegang pada kebenaran.  

Keputusan dan tindakan didasarkan pada suatu objektivitas, tidak pada suatu 

subjektifitas. Di sinilah yang dimaksud dengan wajar/sepadan. Beradab kata pokoknya 

“adab”, sinonim dengan sopan, berbudi luhur, susila. Beradab artinya berbudi luhur, 

berkesopanan dan bersusila sekaligus menuju tingkat kemajuan lahir dan batin. Maksudnya 

sikap hidup, keputusan dan tindakan selalu berdasarkan pada nilai-nilai keluhuran budi, 

kesopanan dan kesusilaan. Adab terutama mengandung pengertian tata kesopanan, kesusilaan 

atau moral. Dengan demikian beradab berarti berdasarkan nilai-nilai kesusilaan yang 

merupakan bagian dari kebudayaan.  

Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesadaran sikap dan perbuatan 

manusia yang didasarkan kepada potensi akal budi dan hati nurani manusia dalam hubungan 

dengan norma-norma dan kesusilaan umum, baik terhadap diri pribadi, sesama manusia 

maupun terhadap alam dan hewan. Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah akhlak mulia 

yang dicerminkan dalam sikap dan perbuatan manusia yang sesuai dengan kodrat, hakikat, 

dan martabat manusia. Potensi kemanusiaan tersebut dimiliki oleh semua manusia, tanpa 

kecuali.  

Sila Kedua ini diliputi dan dijiwai Sila Pertama. Hal ini berarti bahwa kemanusiaan 

yang adil dan beradab bagi bangsa Indonesia bersumber dari ajaran Tuhan Yang Maha Esa. 

Manusia adalah makhluk pribadi anggota masyarakat dan sekaligus hamba Tuhan. Hakikat 

pengertian di atas sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945 alinea pertama, yaitu ”Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah 

hak segala bangsa dan oleh sebab itu, penjajahan di atas dunia harus dihapuskan, karena tidak 

sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan”.  

Pengejawantahan sila kedua dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 sudah mengandung atau memenuhi lima aspek nilai-nilai 

yaitu: pertama, pemeliharaan, perlindungan terhadap hal yang berkaitan dengan agama; 

kedua, pemeliharaan, pengayoman terhadap jiwa atau diri ini mulai dari yang lahir sampai 

yang batin; ketiga, perlindungan terhadap keberlangsungan kehidupan individu, perlindungan 

diri pribadi, keluarga, kehormatan dan martabatnya; keempat, memelihara akal sampai pada 

hal-hal yang bisa merusak akal, bisa mencemari akal, hal-hal yang menyebabkan 

penyimpangan perilaku atau apa saja yang kemudian merusak fungsi akal; kelima, 

memelihara harta, yaitu setiap orang berhak memperoleh jaminan perlindungan hak milik 

pribadi.  
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3. Sila Ketiga: Persatuan Indonesia  

Sila Persatuan Indonesia (Kebangsaan Indonesia) dalam Pancasila pada prinsipnya 

menegaskan bahwa bangsa Indonesia merupakan Negara Kebangsaan. Bangsa yang memiliki 

kehendak untuk bersatu, memiliki persatuan perangai karena persatuan nasib, bangsa yang 

terikat pada tanah airnya. Bangsa yang akan tetap terjaga dari kemungkinan mempunya sifat 

chauvinistis.  

Persatuan berasal dari kata satu, yang berarti utuh tidak terpecah-pecah. Persatuan 

juga menyiratkan arti adanya keragaman, dalam pengertian bersatunya bermacam corak yang 

beraneka ragam menjadi satu kebulatan. Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup 

persatuan dalam arti ideologi, politik, ekonomi sosial budaya, dan keamanan. Persatuan 

Indonesia ialah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia. Yang bersatu karena 

didorong untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang 

merdeka dan berdaulat.  

Persatuan Indonesia merupakan faktor yang dinamis dalam kehidupan bangsa 

Indonesia, bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dengan seluruh tumpah darah 

Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, serta 

mewujudkan perdamaian dunia yang abadi. Perwujudan persatuan Indonesia adalah 

perwujudan dari paham kebangsaan Indonesia yang dijiwai oleh Ketuhanan Yang Maha Esa, 

serta kemanusiaan yang adil dan beradab.  

Persatuan Indonesia dalam Sila Ketiga ini mencakup persatuan dalam arti ideologis, 

politik, ekonomi sosial budaya dan keamanan. Persatuan Indonesia ialah persatuan 

kebangsaan Indonesia yang dibentuk atas bersatunya beragam latar belakang sosial, budaya, 

politik, agama, suku, bangsa, dan ideologi yang mendiami wilayah Indonesia bersepakat 

menyatakan sebagai satu bangsa, satu tanah air, dan satu bahasa yang didorong untuk 

mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan 

berdaulat dengan satu bendera Negara, satu bahasa Negara, satu Lambang Garuda Pancasila, 

serta satu Lagu Kebangsaan Indonesia Raya.  

Dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga ini, dan kemudian 

diejawantakan dalam pasal-pasal di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945, Untuk itu, semua peraturan perundang-undangan harus menjamin integrasi atau 

keutuhan ideologi dan teritori negara dan bangsa Indonesia sesuai dengan tujuan melindungi 

segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dapat dilihat dari ketentuan tentang 

pilihan bentuk negara kesatuan yang tidak dapat diubah dengan prosedur konstitusional.  
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4. Sila Keempat: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan/ perwakilan.  

Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmah Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ 

Perwakilan (mufakat atau Demokrasi) dalam Pancasila pada prinsipnya menegaskan bahwa 

bangsa Indonesia akan terus memelihara dan mengembangkan semangat bermusyawarah 

untuk mencapai mufakat dalam perwakilan. Bangsa Indonesia akan tetap memelihara dan 

mengembangkan kehidupan demokrasi. Bangsa Indonesia akan memelihara serta 

mengembangkan kearifan dan kebijaksanaan dalam bermusyawarah.  

Kerakyatan berasal dari kata rakyat, yaitu sekelompok manusia yang berdiam dalam 

satu wilayah negara tertentu. Rakyat meliputi seluruh manusia itu, tidak dibedakan oleh tugas 

(fungsi) dan profesi (jabatannya). Kerakyatan adalah asas yang baik serta tepat sekali jika 

dihubungkan dengan maksud rakyat hidup dalam ikatan negara.  

Sila keempat Pancasila, “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam 

permusyawaratan /perwakilan” mengandung beberapa ciri alam pemikiran demokrasi di 

Indonesia. Dalam pokok pikiran ketiga dari Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945, disebutkan bahwa kedaulatan itu berdasar atas “kerakyatan” 

dan “permusyawaratan”. Dengan kata lain, demokrasi itu hendaknya mengandung ciri: (1) 

kerakyatan (daulat rakyat), dan (2) permusyawaratan (kekeluargaan).  

Dalam demokrasi permusyawaratan, suatu keputusan politik dikatakan benar jika 

memenuhi setidaknya empat prasyarat. Pertama, harus didasarkan pada asas nasionalisme 

dan keadilan bukan hanya berdasarkan subjektivitas ideologis dan kepentingan. Kedua, 

didedikasikan bagi kepentingan banyak orang, bukan demi kepentingan perseorangan dan 

golongan. Ketiga, berorientasi jauh ke depan, bukan demi kepentingan jangka pendek melalui 

akomodasi transaksional yang bersifat destruktif (toleransi negatif). Keempat, bersifat 

imparsial, dengan melibatkan dan mempertimbangkan pendapat semua pihak (minoritas 

terkecil sekalipun) secara inklusif, yang dapat menangkal dikte-dikte minoritas elite penguasa 

dan pengusaha serta klaim-klaim mayoritas.  

Sila Keempat ini juga merupakan suatu asas, bahwa tata pemerintahan Republik 

Indonesia didasarkan atas kedaulatan rakyat, sebagaimana ditegaskan dalam alinea keempat 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Atas dasar 

tersebut, disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia, yang berkedaulatan rakyat.  

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

menegaskan demokrasi Indonesia menganut dua prinsip sekaligus, demokrasi (kedaulatan 

rakyat) dan nomokrasi (kedaulatan hukum). Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara 
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Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan 

dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar. Sementara itu, ayat (3) menetapkan negara 

Indonesia adalah negara hukum.  

Dengan mengacu ketentuan yang demikian itu, adalah sebuah keniscayaan untuk 

membangun dan menegakkan demokrasi dan nomokrasi secara seimbang. Demokrasi dan 

nomokrasi berbicara pada aspek yang berbeda tetapi keduanya dapat diseimbangkan. 

Demokrasi akan selalu berbicara aspek politik sehingga arah utamanya adalah bagaimana 

menegakkan kedaulatan rakyat. Sedangkan nomokrasi selalu berbicara pada ranah dan 

perspektif hukum, bagaimana hukum harus dikedepankan. Kedaulatan rakyat tanpa dikawal 

oleh hukum sudah dapat dipastikan akan mengarah pada kondisi tidak seimbang.  

Dalam konteks demokrasi dan pemerintahan daerah, konstitusi mengakui dan sangat 

menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa, kesatuan-kesatuan 

masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang sesuai dengan prinsip 

Negara Kesatuan Republik Indonesia.  

5. Sila Kelima: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia  

Sila Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (Kesejahteraan) dalam Pancasila 

pada prinsipnya menegaskan bahwa seyogyanya tidak akan ada kemiskinan dalam Indonesia 

Merdeka. Bangsa Indonesia bukan hanya memiliki demokrasi politik, tetapi juga demokrasi 

ekonomi. Indonesia harus memiliki keadilan politik dan keadilan ekonomi sekaligus. 

Indonesia harus memiliki kehidupan yang adil dan makmur bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Secara khusus, keadilan sosial dalam sila kelima Pancasila ini menekankan prinsip 

keadilan dan kesejahteraan ekonomi, atau apa yang disebut Soekarno sebagai prinsip sociale 

rechtvaardigheid. Yakni, bahwa persamaan, emansipasi dan partisipasi yang dikehendaki 

bangsa ini bukan hanya di bidang politik, melainkan juga di bidang perekonomian. Prinsip 

Keadilan dan kesejahteraan sosial menurut sila kelima Pancasila tidaklah sama dengan 

prinsip komunisme (yang menekankan kolektivisme) dan liberalisme (yang menekankan 

individualisme). Sila Kelima bertolak dari pengertian bahwa antara pribadi dan masyarakat 

satu sama lain tidak dapat dipisahkan.  

Sila Keadilan sosial merupakan perwujudan yang paling konkret dari prinsip-prinsip 

Pancasila. Satu-satunya sila Pancasila yang dilukiskan dalam Pembukaan Undang-Undang 

Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menggunakan kata kerja mewujudkan 

suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia’.  
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Secara umum, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berarti bahwa setiap 

orang Indonesia mendapat perlakuan yang adil dalam bidang hukum, politik, sosial, ekonomi 

dan kebudayaan. Keadilan sosial juga mengandung arti tercapainya keseimbangan antara 

kehidupan pribadi dan kehidupan masyarakat. Karena kehidupan manusia itu meliputi 

kehidupan jasmani dan kehidupan rohani, keadilan itu pun meliputi keadilan di dalam 

pemenuhan tuntutan hakiki kehidupan jasmani serta keadilan di dalam pemenuhan tuntutan 

hakiki kehidupan rohani secara seimbang. 

  

Nilai-nilai yang terkandung dalam makna Bhinneka Tunggal Ika diuraikan sebagai berikut : 

Negara Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas 

sampai pulau Rote tampak berjajar pulau-pulau dengan komposisi dan kontruksi yang 

beragam. Di pulau-pulau tersebut berdiam penduduk dengan ragam suku bangsa, bahasa, 

budaya, agama, adat istiadat, dan keberagaman lainnya ditinjau dari berbagai aspek. Secara 

keseluruhan, pulau-pulau di Indonesia berjumlah 17.508 buah pulau besar dan kecil.  

Di balik keindahan pulau-pulau yang dihiasi oleh flora dan fauna yang beraneka ragam, 

Indonesia juga memiliki kebhinnekaan dalam suku yang berjumlah lebih dari 1.128 (seribu 

seratus dua puluh delapan) suku bangsa dan lebih dari 700 bahasa daerah. Namun 

keberagaman suku bangsa dan bahasa tersebut, dapat disatukan dalam satu bangsa, bangsa 

Indonesia dan satu bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Merupakan suatu kebanggaan bagi 

bangsa Indonesia memiliki bahasa persatuan, karena bila melihat negara-negara lain ada yang 

tidak berhasil merumuskan bahasa nasional yang berasal dari bahasa aslinya sendiri, selain 

mengambil dari bahasa negara penjajahnya.  

Keberagaman yang menjadi ciri bangsa Indonesia ditambah dengan letak posisi 

geografis yang sangat strategis. Kepulauan Indonesia berada di antara dua benua yaitu benua 

Asia dan benua Australia, diapit dua samudera yaitu samudera Pasifik dan samudera Hindia, 

dan terletak ditengah garis khatulistiwa, sehingga pergantian siang dan malam berjalan sesuai 

dengan siklus yang seimbang.  

Budaya luhur bangsa Indonesia tidak terlepas dari kebudayaan yang tumbuh dan 

berkembang yang menjadi warisan dari jaman kerajaan Nusantara seperti Sriwijaya, 

Majapahit, Mataram Islam dan kerajaan-kerajaan lain yang juga melahirkan budaya 

tradisional yang telah berurat dan berakar sampai saat ini.  

Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan yang mengungkapkan persatuan dan 

kesatuan yang berasal dari keanekaragaman. Walaupun terdiri atas berbagai suku yang 

beranekaragam budaya daerah, tetapi tetap menjadi satu bangsa Indonesia, memiliki bahasa 
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dan tanah air yang sama, yaitu bahasa Indonesia dan tanah air Indonesia. Begitu juga bendera 

kebangsaan merah putih sebagai lambang identitas bangsa dan bersatu padu di bawah 

falsafah serta dasar negara Pancasila. Bangsa Indonesia harus bersatu padu agar manjadi satu 

kesatuan yang bulat dan utuh. Untuk dapat bersatu harus memiliki pedoman yang dapat 

menyeragamkan pandangan dan tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari.  

Dengan demikian, akan terjadi persamaan langkah dan tingkah laku bangsa Indonesia. 

Pedoman tersebut adalah Pancasila. Membiasakan bersahabat dan saling membantu dengan 

sesama warga yang ada di lingkungan, seperti gotong royong akan dapat memudahkan 

tercapainya persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa Indonesia harus merasa satu, senasib 

sepenanggungan, sebangsa, dan sehati dalam kekuatan wilayah nasional dengan segala isi 

dan kekayaannya merupakan satu kesatuan wilayah.  

 

B. PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI DAN DASAR NEGARA.  

Dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 

alinea keempat terdapat rumusan Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. Rumusan 

Pancasila itulah dalam hukum positif Indonesia secara yuridis-konstitusional sah, berlaku, 

dan mengikat seluruh lembaga Negara, lembaga masyarakat, dan setiap warga negara, tanpa 

kecuali.  

Rumusan Pancasila secara imperatif harus dilaksanakan oleh rakyat Indonesia dalam 

kehidupan berbangsa dan bernegara. Setiap sila Pancasila merupakan satu kesatuan yang 

integral, yang saling mengandalkan dan saling mengunci. Ketuhanan dijunjung tinggi dalam 

kehidupan bernegara, tetapi diletakkan dalam konteks negara kekeluargaan yang egaliter, 

yang mengatasi paham perseorangan dan golongan; selaras dengan visi kemanusiaan yang 

adil dan beradab, persatuan kebangsaan, demokrasi-permusyawaratan yang menekankan 

konsensus, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.  

Dengan berbagai pengalaman yang dihadapi selama ini, penerapan Pancasila perlu 

diaktualisasikan dalam kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan mengingat 

Pancasila sebagai ideologi negara yang merupakan visi kebangsaan Indonesia yang 

dipandang sebagai sumber demokrasi yang baik di masa depan dan yang lahir dari sejarah 

kebangsaan Indonesia.  

Rumusan lengkap sila dalam Pancasila telah dimuat dalam instruksi Presiden RI 

Nomor 12 tahun 1968 tanggal 13 April 1968 tentang tata urutan dan rumusan dalam 

penulisan/ pembacaan/pengucapan sila-sila Pancasila, sebagaimana tercantum dalam 

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prof. DR. Drs. 
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Notonagoro, SH (1967) mengatakan, “lima unsur yang terdapat pada Pancasila bukanlah hal 

yang baru pada pembentukan Negara Indonesia, tetapi sebelumnya dan selama-lamanya telah 

dimiliki oleh rakyat bangsa Indonesia yang nyata ada dan hidup dalam jiwa masyarakat”.  

Peneguhan Pancasila sebagai Dasar Negara sebagaimana terdapat pada Pembukaan, 

juga dimuat dalam Ketetapan MPR Nomor XVIII/MPR/1998 tentang Pencabutan Ketetapan 

MPR Nomor II/MPR/1978 tentang Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila 

(Ekaprasetya Pancakarsa) dan Penetapan tentang Penegasan Pancasila sebagai Dasar 

Negara. Walaupun status ketetapan MPR tersebut saat ini sudah masuk dalam katagori 

Ketetapan MPR yang tidak perlu dilakukan tindakan hukum lebih lanjut, baik karena bersifat 

einmalig (final), telah dicabut, maupun telah selesai dilaksanakan.  

Selain itu, juga ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Pancasila merupakan sumber dari segala 

sumber hukum negara. Penempatan Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum 

negara adalah sesuai dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 

Tahun 1945 Pancasila ditempatkan sebagai dasar dan ideologi negara serta sekaligus dasar 

filosofis bangsa dan negara sehingga setiap materi muatan peraturan perundang-undangan 

tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.  

Sila Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi 

keempat sila lainnya. Paham Ketuhanan itu diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil 

dan beradab. Dorongan keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa itu 

menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan seseorang di antara sesama manusia, sehingga 

perikehidupan bermasyarakat dan bernegara dapat tumbuh sehat dalam struktur kehidupan 

yang adil, dan dengan demikian kualitas peradaban bangsa dapat berkembang secara 

terhormat di antara bangsa-bangsa (Asshiddiqie, Jimly, 2005).  

Keyakinan akan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa harus diwujudkan dalam sila 

kedua Pancasila dalam bentuk kemanusiaan yang menjamin perikehidupan yang adil, dan 

dengan keadilan itu kualitas peradaban bangsa dapat terus meningkat dengan sebaik-baiknya. 

Karena itu, prinsip keimanan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa menjadi 

prasyarat utama untuk terciptanya keadilan, dan perikehidupan yang berkeadilan itu menjadi 

prasyarat bagi pertumbuhan dan perkembangan peradaban bangsa Indonesia di masa depan.  

Dalam kehidupan bernegara, prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa diwujudkan dalam 

paham kedaulatan rakyat dan sekaligus dalam paham kedaulatan hukum yang saling berjalin 

satu sama lain. Sebagai konsekuensi prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak boleh ada 

materi konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang bertentangan dengan nilai 
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Ketuhanan Yang Maha Esa, dan bahkan hukum dan konstitusi merupakan pengejawantahan 

nilai-nilai luhur ajaran agama yang diyakini oleh warga negara. Semua ini dimaksudkan agar 

Negara Indonesia dapat mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat.  

Menurut Prof. DR. Hans Nawiasky, dalam suatu negara yang merupakan kesatuan 

tatanan hukum, terdapat suatu kaidah tertinggi, yang kedudukannya lebih tinggi dari undang-

undang dasar. Berdasarkan kaidah yang tertinggi inilah undang-undang dasar dibentuk. 

Kaidah tertinggi dalam kesatuan tatanan hukum dalam negara itu yang disebut dengan 

staatsfundamentalnorm, yang untuk bangsa Indonesia berupa Pancasila. Hakikat hukum 

suatu staatsfundamentalnorm ialah syarat bagi berlakunya suatu undang-undang dasar karena 

lahir terlebih dahulu dan merupakan akar langsung pada kehendak sejarah suatu bangsa serta 

keputusan bersama yang diambil oleh bangsa (Riyanto, Astim, 2007).  

Dengan demikian, jelas kedudukan Pancasila itu adalah sebagai dasar negara, di mana 

Pancasila sebagai Dasar Negara dibentuk setelah menyerap berbagai pandangan yang 

berkembang secara demokratis dari para anggota BPUPKI dan PPKI sebagai representasi 

bangsa Indonesia saat itu. Apabila dasar negara Pancasila dihubungkan dengan cita-cita 

negara dan tujuan negara, jadilah Pancasila ideologi negara.  

Dalam konteks ideologi negara, Pancasila dapat dimaknai sebagai sistem kehidupan 

nasional yang meliputi aspek politik, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan 

dalam rangka pencapaian cita-cita dan tujuan bangsa yang berlandaskan dasar negara. 

Sebagai basis moralitas dan haluan kebangsaan-kenegaraan, Pancasila memiliki landasan 

ontologis, epistemologis, dan aksiologis yang kuat. Setiap sila memiliki justifikasi 

historisitas, rasionalitas, dan aktualitasnya, yang jika dipahami, dihayati, dipercayai, dan 

diamalkan secara konsisten dapat menopang pencapaian-pencapaian agung peradaban 

bangsa.  
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BAB III 

PENERAPAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA 

A. IDENTIFIKASI TANTANGAN BANGSA. 

Pada saat ini bangsa Indonesia sedang menghadapi berbagai macam tantangan 

walaupun reformasi sudah berjalan lebih dari satu dasawarsa. Tantangan tersebut berdasarkan 

Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan dan Kesatuan Nasional 

dan kondisi bangsa Indonesia saat ini, antara lain:  

1.  Nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa tidak dijadikan sumber etika dalam 

berbangsa dan bernegara oleh sebagian masyarakat. Hal itu kemudian melahirkan krisis 

akhlak dan moral yang berupa ketidakadilan, pelanggaran hukum, dan pelanggaran hak 

asasi manusia.  

2.  Konflik sosial budaya telah terjadi karena kemajemukan suku, kebudayaan, dan agama 

yang tidak dikelola dengan baik dan adil oleh pemerintah maupun masyarakat.  

3.  Penegakan hukum tidak berjalan dengan baik dan pelaksanaannya telah diselewengkan 

sedemikian rupa, sehingga bertentangan dengan prinsip keadilan, yaitu persamaan hak 

warga negara di hadapan hukum. 

4.  Perilaku ekonomi yang berlangsung dengan praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta 

kurangnya keberpihakan kepada kelompok usaha kecil dan menengah, sehingga telah 

menyebabkan krisis ekonomi yang berkepanjangan. 

 5.  Sistem politik tidak berjalan dengan baik, sehingga belum dapat melahirkan pemimpin-

pemimpin yang amanah, mampu memberikan teladan dan memperjuangkan kepentingan 

masyarakat.  

6.   Peralihan kekuasaan yang sering menimbulkan konflik, pertumpahan darah, dan dendam 

antara kelompok masyarakat terjadi sebagai akibat proses demokrasi yang tidak berjalan 

dengan baik.  

7.  Masih berlangsungnya pelaksanaan dalam kehidupan bermasyarakat yang mengabaikan 

proses demokrasi menyebabkan rakyat tidak dapat menyalurkan aspirasi politiknya 

sehingga terjadi gejolak politik yang bermuara pada gerakan masyarakat yang menuntut 

kebebasan, kesetaraan, dan keadilan.  

8.  Penyalahgunaan kekuasaan sebagai akibat dari lemahnya fungsi pengawasan oleh 

internal pemerintah dan lembaga perwakilan rakyat, serta terbatasnya pengawasan oleh 

masyarakat dan media massa pada masa lampau.  



19 
 

9.  Globalisasi dalam kehidupan politik, ekonomi, sosial, dan budaya dapat memberikan 

keuntungan bagi bangsa Indonesia, tetapi jika tidak diwaspadai, dapat memberi dampak 

negatif terhadap kehidupan berbangsa.  

10.  Kurangnya pemahaman, penghayatan, dan kepercayaan akan keutamaan nilai-nilai yang 

terkandung pada setiap sila Pancasila dan keterkaitannya satu sama lain, untuk kemudian 

diamalkan secara konsisten di segala lapis dan bidang kehidupan berbangsa dan 

bernegara.  

 

B. PENERAPAN PANCASILA DALAM KEHIDUPAN BERBANGSA. 

Dari berbagai tantangan yang dihadapi bangsa saat ini perlu ada arah kebijakan yang 

merupakan solusi menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan 

masyarakat, agar memperkuat kembali persatuan dan kesatuan bangsa. Arah kebijakan 

tersebut tertuang dalam Ketetapan MPR Nomor V/MPR/2000 tentang Pemantapan Persatuan 

dan Kesatuan Nasional adalah sebagai berikut: 

1. Menjadikan nilai-nilai agama dan nilai-nilai budaya bangsa sebagai sumber etika 

kehidupan berbangsa dan bernegara dalam rangka memperkuat akhlak dan moral 

penyelenggara negara dan masyarakat.  

2. Menjadikan Pancasila sebagai ideologi negara yang terbuka dengan membuka wacana 

dan dialog terbuka di dalam masyakarat sehingga dapat menjawab tantangan sesuai 

dengan visi Indonesia masa depan.  

3. Meningkatkan kerukunan sosial antar dan antara pemeluk agama, suku, dan kelompok-

kelompok masyarakat lainnya melalui dialog dan kerja sama.  

4. Menegakkan supremasi hukum dan perundang-undangan secara konsisten dan 

bertanggung jawab, serta menjamin dan menghormati hak asasi manusia.  

5. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat, khususnya melalui 

pembangunan ekonomi yang bertumpu pada pemberdayaan ekonomi rakyat dan daerah.  

6. Memberdayakan masyarakat melalui perbaikan sistem politik yang demokratis sehingga 

dapat melahirkan pemimpin yang berkualitas, bertanggung jawab, menjadi panutan 

masyarakat, dan mampu mempersatukan bangsa dan negara.  

7. Mengatur peralihan kekuasaan secara tertib, damai, dan demokratis sesuai dengan hukum 

dan perundang-undangan.  

8. Menata kehidupan politik agar distribusi kekuasaan, dalam berbagai tingkat struktur 

politik dan hubungan kekuasaan, dapat berlangsung dengan seimbang. Setiap keputusan 
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politik harus melalui proses yang demokratis dan transparan dengan menjunjung tinggi 

kedaulatan rakyat.  

9. Memberlakukan kebijakan otonomi daerah, menyelenggarakan perimbangan keuangan 

yang adil, meningkatkan pemerataan pelayanan publik, memperbaiki kesenjangan dalam 

pembangunan ekonomi dan pendapatan daerah, serta menghormati nilai-nilai budaya 

daerah berdasarkan amanat konstitusi.  

10. Meningkatkan integritas, profesionalisme, dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan 

negara, serta memberdayakan masyarakat untuk melakukan kontrol sosial secara 

konstruktif dan efektif.  

11. Mengefektifkan Tentara Nasional Indonesia sebagai alat negara yang berperan dalam 

bidang pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang 

berperan dalam bidang keamanan. 

12. Meningkatkan kemampuan sumber daya manusia Indonesia sehingga mampu bekerja 

sama dan bersaing sebagai bangsa dan warga dunia dengan tetap berwawasan pada 

persatuan dan kesatuan nasional.  

13. Mengembalikan Pancasila sebagai ideologi negara, mengembangkan Pancasila sebagai 

ideologi dan sebagai dasar landasan peraturan perundang-undangan, mengusahakan 

Pancasila mempunyai konsistensi dengan produk-produk perundangan.  

 

Berbagai permasalahan bangsa yang dihadapi saat ini tentu harus diselesaikan dengan 

tuntas melalui proses pembangunan agar tercipta persatuan dan kesatuan nasional yang lebih 

baik.Untuk menghadapi tantangan tersebut, berdasarkan Ketetapan MPR Nomor 

VII/MPR/2001 tentang Visi Indonesia Masa Depan, perlu dilakukan upaya-upaya berikut:  

1. Pemantapan persatuan bangsa dan kesatuan negara.  

2. Sistem hukum yang adil.  

3. Sistem politik yang demokratis.  

4. Sistem ekonomi yang adil dan produktif.  

5. Sistem sosial budaya yang beradab.  

6. Sumber daya manusia yang bermutu.  

7. Menghadapi globalisasi dengan mempertahankan eksistensi dan integritas bangsa dan 

negara serta memanfaatkan peluang untuk kemajuan bangsa dan negara.  
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